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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Penanganan Benturan Kepentingan perlu dilaksanakan oleh 

semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 

2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengingat 

cukup banyak kondisi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan yang dapat memicu Benturan-Benturan Kepentingan.  

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana 

pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan 

profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan 

pribadi tersebut dapat berasal dari pribadi, kerabat atau kelompok 

yang kemudian mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar 

profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas 

keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan 

pemerintahan khususnya di bidang pelayanan publik yang menjadi 

tidak efisien dan tidak efektif. 

Maka guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan 

nasional pada umumnya dan Visi dan Misi Kepala Daerah pada 

khususnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang penting 

agar semua Perangkat Daerah memahami dan mengambil langkah-

langkah yang diperlukan untuk terhindar pada kemungkinan 

terjadinya Benturan Kepentingan dan cepat-tepat menangani Benturan 

Kepentingan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pelayanan publik dan pembangunan daerah. 
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B. DASAR HUKUM 

Penanganan benturan kepentingan di Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada 

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. Kebijakan ini merupakan turunan dari beberapa regulasi 

yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat sebelumnya.  

Adapun beberapa regulasi terkait dengan penanganan benturan 

kepentingan adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4890); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 
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5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 65); 

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2010 Nomor 89); 

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang 

Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 33); 

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang 

Pembangunan Budaya Integritas (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2018 Nomor 76);  

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;  

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah; dan 

11. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/1258.2 tentang Kode Etik pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

C. TUJUAN 

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna 

mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera secara adil dan 

merata sangat didukung oleh berbagai sumber daya. Sumber daya 

aparatur sebagai pelaksananya kadang dihadapkan pada situasi dan 

kondisi yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dalam 
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pelaksanaan tugas fungsinya. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah 

harus bisa mengoptimalkan Penanganan Benturan Kepentingan baik 

secara preventif, persuasif, represif maupun kuratif.  

Adapun tujuan Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. menciptakan budaya kerja yang kondusif, yang dapat cepat 

mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan 

Kepentingan secara transparan dan efisien; 

2. menegakkan integritas kinerja Pegawai; 

3. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas 

pelaksanaan tugas fungsi Perangkat Daerah dan mencegah 

timbulnya kerugian negara/daerah; dan 

4. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 
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BAB II 
IMPLEMENTASI PENANGANAN  

BENTURAN KEPENTINGAN 
 

 

 

Melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 

tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Jawa Tengah (BPKAD) telah mengeluarkan beberapa 

kebijakan yang mendukung dan sejalan dengan peraturan dimaksud, 

sebagai berikut: 

A. IDENTIFIKASI 

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD merupakan Perangkat Daerah 

yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi 

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan 

daerah. Oleh karenanya BPKAD memiliki fungsi utama penyusunan 

kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan 

teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan 

Kas Daerah dan Aset Daerah. 

Mencermati fungsi BPKAD sebagaimana diuraikan diatas, maka 

cukup besar kemungkinan terjadi berbagai Benturan Kepentingan dalam 

pelaksanaan program, kegiatan dan aktivitas operasional setiap hari di 

lingkungan BPKAD. Benturan Kepentingan yang dapat diidentifikasi 

antara lain sebagai berikut: 

1. Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi 

atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau 

jabatan yang menguntungkan pihak pemberi; 
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2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset Daerah untuk 

kepentingan pribadi atau golongan; 

3. Situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau 

tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis,  

4. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan kantornya; dan/atau 

5. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang 

membutuhkan. 

Hasil identifikasi Benturan Kepentingan tersebut antara lain bisa 

terjadi pada: 

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD); 

3. Pejabat struktural/Kepala Unit Kerja/Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan (PPTK); 

4. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan; 

5. Pengurus Barang; 

6. Pejabat Pengadaan; dan/atau 

7. Pegawai lain yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan 

pelayanan.  

Kemungkinan Benturan Kepentingan tersebut antara lain 

disebabkan oleh: 

1. Kepentingan pribadi; 

2. Hubungan afiliasi; 

3. Gratifikasi; 

4. Kelemahan sistem organisasi; dan/atau 

5. Perangkapan jabatan. 

B. PENCEGAHAN 

Berbagai regulasi yang dikeluarkan sejatinya sebagai salah satu 

upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan. Maka sesuai 

dengan kedudukan BPKAD sebagai perangkat daerah yang 

melaksanakan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, 
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BPKAD menyusun kebijakan penatausahaan keuangan dan kebijakan 

pengelolaan aset daerah bagi perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya preventif-pencegahan 

benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik. 

Secara umum upaya preventif-pencegahan benturan kepetingan 

yang telah dilakukan BPKAD, antara lain: 

1. penerapan kode etik ASN/Pegawai sesuai Peraturan Gubernur 

Nomor 33 Tahun 2016 maupun Keputusan Kepala BPKAD Nomor 

800/1258.2 Tahun 2021); 

2. pembentukan Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi dengan 

Keputusan Kepala BPKAD Nomor 800/1106 tanggal 19 Juni 2023; 

3. penyusunan konsep Peraturan Gubernur tentang Pedoman 

Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 

berikutnya; 

4. penyusunan dan/atau pemutakhiran standar operasional prosedur 

dan standar pelayanan; 

5. menempatkan pegawai yang berkompeten dan memiliki integritas 

pada jabatan-jabatan yang rentan konflik, memberikan tugas yang 

sesuai dengan kemampuan pegawai dan memberikan waktu 

penyelesaian pekerjaan yang wajar; 

6. menghindari perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya 

Benturan Kepentingan; dan 

7. penandatanganan Pakta Integritas oleh pelaku pengadaan barang/ 

jasa sebagai wujud komitmen pelaku dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa yang bebas dan bersih. 

C. SOSIALISASI 

Regulasi Penanganan Benturan Kepentingan sudah cukup lama 

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu sejak tahun 2012. Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah kemudian mengeluarkan turunan regulasi sebagai 
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Pedoman Penanganan Kebenturan Kepentingan dan ditetapkan pada 

tahun 2020. Sosialisasi kepada perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah dilakukan oleh Inspektorat 

sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan. Bahkan 

Inspektorat telah membangun suatu sistem untuk mengakomodir 

kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan ini. 

“Mencegah lebih baik daripada mengobati” pepatah bijak ini 

sangat tepat untuk diterapkan dalam segala hal. Demikian pula dalam 

hal Benturan Kepentingan ini. Upaya preventif-pencegahan telah 

dilakukan BPKAD dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang 

diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik/Benturan Kepentingan 

baik di lingkungan BPKAD sendiri maupun di lingkungan yang lebih 

luas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kebijakan yang 

telah ditetapkan, dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung kepada pegawai maupun kepada perangkat daerah.  

Publikasi/diseminasi kebijakan terkait Benturan Kepentingan 

yang telah dilaksanakan BPKAD antara lain: 

1. diseminasi Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 melalui media web 

(JDIH Provinsi Jawa Tengah); 

2. diseminasi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode 

Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 

Keputusan Kepala BPKAD Nomor 800/1258.2 Tahun 2021 tentang 

Kode Etik Pegaai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Jawa Tengah melalui media web (PPID BPKAD) dan secara 

langsung dalam pertemuan internal (rakor dan apel bersama); 

3. publikasi rencana pengadaan barang/jasa BPKAD secara luas 

melalui aplikasi SiRUP Nasional yang dikelola oleh LKPP; 
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4. pelatihan teknis pengelolaan aset/barang milik daerah bagi seluruh 

Pengurus Barang Perangkat Daerah bekerja sama dengan BPSDMD 

Provinsi Jawa Tengah; dan 

5. pemberian contoh dan keteladanan pimpinan di lingkungan BPKAD.  

Regulasi Penanganan Benturan Kepentingan sudah cukup lama 

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu sejak tahun 2012. Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah kemudian mengeluarkan turunan regulasi sebagai 

Pedoman Penanganan Kebenturan Kepentingan dan ditetapkan pada 

tahun 2020. Sosialisasi kepada perangkat daerah hingga pembangunan 

sistem telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.  

SI BEKEN adalah Sistem Informasi Benturan Kepentingan yang 

memberikan akses kepada tiap-tiap Perangkat Daerah untuk melakukan 

pendataan dan input benturan kepentingan yang berhasil diidentifikasi 

di masing-masing perangkat daerah, telah dibangun dan dikelola oleh 

Inspektorat sejak tahun 2018. Namun aplikasi ini belum dimanfaatkan 

secara optimal oleh Inspektorat maupun oleh Perangkat Daerah lainnya. 

Hal ini antara lain disebabkan kurangnya koordinasi dari Inspektorat 

untuk penggunaan dan pengelolaan aplikasi SI BEKEN.  

Aplikasi ini masih bersifat informatif internal, hanya menyimpan 

dan menampilkan data identifikasi jenis benturan kepentingan yang 

diinput oleh perangkat daerah. Informasi yang ditampilkan tidak 

menunjuk waktu sehingga kurang informatif dari sisi waktu identifikasi. 

Karena dimungkinkan identifikasi benturan kepentingan akan 

berbeda/berubah dalam waktu-waktu yang berbeda.  

D. PENANGANAN 

Menindaklanjuti regulasi dan/atau kebijakan terkait Benturan 

Kepentingan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah sejak tahun 2020, maka sejak tahun 2021 BPKAD telah 

berupaya melaksanakannya. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, 

kebijakan BPKAD dalam Benturan Kepentingan adalah pada upaya 
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prefentif-pencegahan. Sehingga Benturan Kepentingan secara substantif 

hampir tidak terjadi di lingkungan BPKAD, karena telah dapat dihindari 

kemungkinan terjadinya dengan upaya pencegahan yang telah 

dilakukan. 

Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan oleh masing-

masing unit kerja dibawah koordinasi dan pengawasan Kepala Unit 

Kerja melalui sub-sub koordinatornya. Beberapa kebijakan dikeluarkan 

dan diterapkan oleh unit kerja untuk menghindari terjadinya Benturan 

Kepentingan di lingkungan BPKAD. Bahkan beberapa kebijakan yang 

dikeluarkan juga merupakan kebijakan bagi seluruh stake holder di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  

Berikut identifikasi dan aksi yang telah dilakukan oleh masing-

masing unit kerja dalam upaya Penanganan Benturan Kepentingan: 

1. SEKRETARIAT 

− Identifikasi: Pegawai “berebut” ingin menggunakan kendaraan 

dinas/operasional terbaru untuk perjalanan dinasnya 

pada waktu yang bersamaan. 

− Aksi: Menerapkan penggunaan kendaraan dinas/operasional 

dengan mempertimbangkan jarak tempuh, jenis kegiatan 

dan jumlah personil yang melakukan perjalanan dinas 

pada waktu yang bersamaan. 

2. BIDANG ANGGARAN 

a. Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota; 

− Identifikasi:  Pemerintah kabupaten/kota berupaya 

mendapatkan persetujuan atas Rencana Kerja 

Operasional (RKO) yang diajukan. Karena RKO 

yang sudah di verifikasi oleh Tim (BPKAD, 

Bappeda, Biro Bangda) menjadi syarat dalam 

pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota.  
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− Aksi:  Pelaksanaan verifikasi RKO Bantuan Keuangan 

Kabupaten/kota dilakukan melalui aplikasi SIVERO, 

sehingga tidak ada pertemuan secara langsung antara 

Tim Verifikator dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

b. Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah; 

− Identifikasi:  Perangkat Daerah berupaya mengajukan anggaran 

yang tidak ada dalam tahap perencanaan anggaran 

dan/atau tidak ada dalam kebijakan dari 

Pemerintah Pusat. 

− Aksi: Pelaksanaan verifikasi RKA Perangkat Daerah 

mempedomani kebijakan dan ketentuan yang sudah 

dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sesuai 

dengan urgensi dan kebutuhan tiap Perangkat Daerah 

sebelum dilakukannya penetapan APBD. 

c. Pergeseran anggaran mendahului Perubahan Anggaran; 

− Identifikasi: Perangkat Daerah berupaya mengajukan anggaran 

pada tahun anggaran berjalan yang timbul bukan 

karena kebijakan dari Pemerintah Pusat. 

− Aksi: Pelaksanaan pergeseran anggaran dilakukan melalui 

aplikasi e-Budgeting, sehingga Perangkat Daerah 

memproses pergeseran anggarannya secara transparan. 

3. BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH 

a. Identifikasi: Proses pengajuan pencairan SPM-SP2D lebih 

cepat, transparan dan akuntabel. 

− Penyebab: Pelaksanaan program kegiatan di Perangkat 

Daerah perlu dilaksanakan sesuai dengan 

rencana kegiatan dan diperlukan dukungan 

anggaran pembiayaan 
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b. Identifikasi: Penyedia barang/jasa menginginkan pembayaran 

dapat segera dilakukan untuk setiap pekerjaan 

yang sudah diselesaikan. 

− Penyebab: Keterbatasan modal Penyedia Barang/Jasa dan 

berkas pencairan yang diajukan belum lengkap. 

Kedua identifikasi di atas telah dilakukan aksi:  

− Pengajuan SPM-SP2D dilakukan melalui aplikasi E-Layanan, 

sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor BPKAD; 

− Dalam sistem E-Penatausahaan dengan user Bendahara, 

Perangkat Daerah dapat melihat status tiap SPM-SP2D yang 

sudah diajukan (apakah sudah dicairkan atau belum); dan 

− Penerbitan SP2D memakan waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. 

4. BIDANG AKUNTANSI 

− Identifikasi:  Keinginan Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa 

Pengguna Anggaran terhindar dari sanksi dan 

teguran karena kesalahan dalam pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah.  

− Penyebab:  Kesalahan yang terjadi karena kurangnya kompetensi 

petugas pengelola keuangan daerah di lingkungan 

Pemprov Jateng. 

− Aksi:  Mempedomani Pergub Nomor 42 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 

Anggaran 2023 maka BPKAD menerbitkan Surat Nomor 

005/1007 tanggal 8 November 2023 tentang undangan 

capacity building yang bertujuan untuk: 

a. upskilling kompetensi Kasubbag Keuangan, Penyusun 

Laporan Keuangan dan Pengurus Barang Perangkat 

Daerah selaku sumber daya manusia pengelola 

keuangan daerah di tingkat Perangkat Daerah; 
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b. rekonsiliasi data realisasi pendapatan dan belanja 

Perangkat Daerah yang terdapat pada SPJ Fungsional 

serta data realisasi pendapatan dan belanja Perangkat 

Daerah yang disahkan oleh BUD sampai dengan                  

30 September 2023; sebagai salah satu upaya 

mendeteksi secara dini adanya kesalahan dalam 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah, yang 

disebabkan oleh system error maupun human error. 

5. BIDANG ASSET 

− Identifikasi:  Kecenderungan Pemohon/Mitra mengajukan nilai 

yang rendah di bawah nilai wajar lingkungan (nilai 

pasar setempat).  

− Penyebab: Pemohon ingin mendapatkan biaya pemanfaatan atas 

aset semura mungkin.  

− Aksi:  a. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pemanfaatan Barang Milik Daerah; 

b. Menentukan nilai sewa berdasarkan pada surat 

keterangan yang diterbitkan oleh Pihak Kepala Desa 

atau Kepala Kelurahan setempat serta menggunakan 

KJPP (appraisal) dalam menentukan nilai sewa untuk 

obyek pemanfaatan. 

6. UPAD BOYOLALI 

a. Identifikasi: Keinginan Pemohon untuk dapat menggunakan 

gedung/ruangan tertentu pada waktu yang 

bersamaan dengan Pemohon yang sudah terdaftar 

sebelumnya 

Penyebab: Pemesanan gedung/ruangan masih dilakukan secara 

manual, sehingga Pemohon berikutnya tidak 

mengetahui kalau gedung/ruangan sudah dipesan.  
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Aksi: Pemesanan gedung/ruangan menggunakan aplikasi E-

Sewa dan sesuai dengan SOP yang berlaku. 

b. Identifikasi:  Keinginan Pemohon mendapatkan diskon/ 

potongan dari tarif yang berlaku. 

Penyebab: Keterbatasan anggaran/dana Pemohon. 

Aksi:  Mengajukan surat permohonan diskon/potongan kepada 

Kepala BPKAD. 

c. Identifikasi:  Keinginan Pemohon mendapatkan tanda bukti 

penerimaan kosong. 

Aksi:  Tanda bukti penerimaan diberikan sesuai dengan SOP 

dan ketentuan yang berlaku. 

E. PELAPORAN 

Penanganan  

Salah satu tanggung jawab Kepala Badan sebagai Pimpinan 

tertinggi Perangkat Daerah, menyampaikan laporan Penanganan 

Benturan Kepentingan kepada Gubernur melalui Inspektorat sesuai 

dengan amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah.  

Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan disampaikan oleh 

setiap Perangkat Daerah sebanyak dua kali dalam setahun atau setiap 

semester. Pelaporan semester I dilakukan pada bulan Juli Tahun 2023 

yang lalu. Sedangkan pelaporan semester II dilakukan pada bulan 

Januari Tahun 2024.  

BPKAD sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi yang 

sangat strategis di bidang keuangan dan aset daerah, telah berupaya 

untuk melaksanakan ketentuan terkait Benturan Kepentingan. 

Demikian pula dalam hal kewajiban pelaporannya. BPKAD menyusun 

dan melaporkan pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan yang 

telah dilakukan selama satu tahun yang lalu. Laporan disusun dengan 



Laporan Benturan Kepentingan Semester II  2023 

 

 

17  

 
 

cara mengumpulkan dan mengkompilasi laporan-laporan dari tiap unit 

kerja, untuk kemudian menjadi bahan dalam penyusunan laporan 

Perangkat Daerah. 
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BAB III 
EVALUASI PELAKSANAAN  

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
SEMESTER II TAHUN 2023 

 

 

Melanjutkan Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Semester 

I Tahun 2023 yang telah kami sampaikan pada bulan Juli tahun 

sebelumnya, maka Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Semester II 

Tahun 2023 ini kami susun dan sampaikan.  

Secara umum pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan 

Semester II Tahun 2023 di BPKAD telah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan yang diharapkan. Mengoptimalkan penerapan SPIP (Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah) dengan fokus pada tindakan preventif atau 

pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan kondisi/situasi yang 

berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan di semua unit kerja dan di 

setiap aktivitas pelaksanaan tugas fungsi BPKAD.  

Sebagaimana prinsip-prinsip SPIP yang wajib diterapkan pada 

semua Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja bersama-sama dengan sub 

koordinator secara berkala mengevaluasi setiap pelaksanaan Penanganan 

Benturan Kepentingan yang telah dilakukan di unit kerjanya. Bagaimana 

penerapan kebijakan sebagai upaya-preventif yang telah dilakukan, adakah 

timbul kendala dalam penerapannya, apakah diperlukan kebijakan baru 

guna menyelesaikan Benturan Kepentingan yang terjadi. Sampai dengan 

akhir semester 2 tahun 2023 kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan 

telah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik.  

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan Penanganan Benturan 

Kepentingan di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 

yang lalu dapat disebutkan berjalan dengan baik dan tidak menemui 

kendala yang berarti. Hasil ini tentu menggembirakan dan patut mendapat 

apresiasi. Karena keberhasilan suatu kebijakan tidak akan bisa diwujudkan 
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apabila tidak secara bersama-sama dilaksanakan oleh semua pihak yang 

terlibat. Baik oleh pegawai di lingkungan BPKAD maupun pihak-pihak lain 

(stake holder) di luar lingkungan BPKAD.  
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BAB IV 

EVALUASI PELAKSANAAN  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI   

 

 

 

Dipandang memiliki muatan materi yang sama atau tidak jauh 

berbeda dengan Benturan Kepentingan, dalam laporan ini, BPKAD juga 

turut menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi 

selama tahun 2023 yang lalu. 

Mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 

2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPKAD menetapkan Keputusan Nomor 

800/1106 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Sub Admin Unit 

Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. SK ini merupakan pembaharuan SK lama (SK Nomor 

800/028.1 tanggal 21 Juli 2022).  

Masih sama dengan sebelumnya, setiap Kepala Unit Kerja sebagai 

anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) mempunyai tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut: 

a. menerima, menganalisis dan melakukan verifikasi kelengkapan laporan 

penerimaan Garitifikasi dari Penerima; 

b. menganalisis dan melakukan verifikasi kelengkapan laporan penerimaan 

Gratifikasi dari Penerima; 

c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan; 

d. meneruskan laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi kepada KPK; 

e. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi 

secara periodik kepada UPG; 

f. menyampaikan barang Gratifikasi ke UPG apabila pelaporan Gratifikasi 

disertai penyerahan barang dan status hasil verifikasi adalah Diproses 

KPK; 
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g. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau 

penerapan pengendalian Gratifikasi; dan 

h. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan praktik 

Gratifikasi di unit kerja Sub Admin UPG.  

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala BPKAD Nomor 800/023 

Tanggal 4 Januari 2024 Hal Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian 

Gratifikasi dan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2023, maka tiap 

Kepala Unit Kerja melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan 

Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan di unit 

kerjanya masing-masing.  

Tahapan pada Pengendalian Gratifikasi juga sama dengan tahapan 

pada Penanganan Benturan Kepentingan. Dimulai dengan identifikasi 

risiko/kemungkinan terjadinya praktek Gratifikasi dalam pelaksanaan 

tugas fungsi dan operasional sehari-hari di masing-masing unit kerja, apa 

penyebabnya, siapa pelakunya hingga merumuskan bagaimana bentuk aksi 

yang perlu dilakukan guna mengendalikan Gratifikasi. Identifikasi dan aksi 

Penanganan Benturan Keentingan pada Bab II di atas merupakan 

identifikasi dan aksi yang juga dibutuhkan dalam Pengendalian Gratifikasi.  

Kecenderungan pengguna layanan/Stake holder mendapatkan apa 

yang diinginkannya, kadangkala dengan menghalalkan segala cara, 

meskipun cara tersebut melanggar ketentuan dan kode etik yang ada. Maka 

langkah Pengendalian Gratifikasi di sini antara lain dengan cara 

menetapkan standar operasional prosedur maupun standar pelayanan 

untuk setiap aktivitas pelaksanaan tugas fungsi unit kerja, serta 

menciptakan keterbukaan pada setiap proses layanan dan setiap aktivitas 

pelaksanaan tugas fungsi unit kerja. 

Beberapa SOP dan Standar Pelayanan telah disusun dan ditetapkan 

oleh BPKAD sepanjang tahun 2023 yang lalu, antara lain: 

A. SOP dan SP UPAD Boyolali: 

1. SOP Permohonan Informasi secara Langsung (Offline); 
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2. SP Pelayanan Penggunaan Gedung; 

3. SOP Pemesanan Penggunaan Gedung; 

4. SP Pelayanan Manasik; dan 

5. SOP Pemesanan Manasik. 

B. SOP dan SP Sekretariat: 

1. SOP Evaluasi Raperda, Raperkada APBD, Perubahan APBD dan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; dan 

2. SP Evaluasi Raperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Raperkada 

tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota, Evaluasi Raperda 

tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Raperkada tentang 

Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota, Evaluasi Raperda 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 

dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.  

C. SOP Bidang Anggaran: 

1. SOP Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD 

dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 

Penyusunan dan penetapan SOP dan SP tersebut dipahami sebagai 

salah satu upaya awal dan cepat guna meminimalisir terjadinya praktek 

Gratifikasi. Namun sebenarnya penetapan SOP dan SP tersebut masih 

belum sesuai dengan ketentuan yang ada karena belum melalui satu 

tahapan yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu, yaitu 

menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP perlu dilakukan 

Perangkat Daerah guna mendapatkan respon/feedback dari pengguna 

layanan/stake holder, baik saran maupun koreksi terhadap konsep SOP 

dan SP yang telah disusun.  

Secara umum pengendalian gratitifikasi di lingkungan BPKAD 

Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan baik oleh semua pejabat 

yang berwenang dan didukung oleh komitmen semua pegawai BPKAD. 

Sehingga sejauh ini tidak ditemukan indikasi adanya kasus gratifikasi.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

 

Sebagai salah satu penyelenggara negara yang mengampu fungsi 

penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dengan fungsi 

pengelolaan keuangan dan aset daerah, tentu bukan hal yang mudah 

melaksanakan amanat berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan 

baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun dengan 

dukungan semua pihak, baik Pimpinan maupun Pelaksana sebagai 

Aparatur Sipil Negara, baik Lembaga maupun Perangkat Daerah sebagai 

pengawas, sampai masyarakat maupun stake holder sebagai pengguna 

layanan, maka bukan merupakan keniscayaan apa yang menjadi tujuan 

organisasi dapat terwujud. 

Semoga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa 

Tengah dapat terus melaksanakan tugas fungsi yang menjadi tanggung 

jawabnya dengan sebaik-baiknya, terhindar dari Benturan Kepentingan, 

Gratifikasi dan pelanggaran Kode Etik lainnya dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publiknya. Aamiin. 
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LAMPIRAN :  

 

Screenshot Publikasi melalui WAG Pejabat BPKAD 

 

 

Dokumentasi Rapat Koordinasi Internal BPKAD 
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Dokumentasi Forum RENSTRA 

 

 

Dokumentasi Forum RENJA 
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